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ABSTRAK :

CATATAN :

- bahwa untuk melaksanakan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam
Tahun Berjalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan
Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian
Internasional;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 94 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 161, TLN No. 5183);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam hal terdapat ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam perjanjian internasional
yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan,
perlakuan Pajak Penghasilan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai
dengan berakhirnya perjanjian internasional dimaksud.

Perlakuan Pajak Penghasilan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian internasional
sampai dengan berakhirnya perjanjian internasional dapat dilaksanakan dengan syarat
perjanjian internasional tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang di bidang Perjanjian
Internasional, tidak terdapat persyaratan (reservation) atau pernyataan (declaration)
mengenai ketentuan perlakuan Pajak Penghasilan dalam perjanjian internasional tersebut;
dan telah dilakukan pengesahan dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession),
penerimaan (acceptance) dan /atau penyetujuan ( approvan melalui pembentukan peraturan
perundang-undangan sesuai Undang-Undang di bidang Perjanjian Internasional.

Atas penghasilan berupa gaji atau pembayaran lainnya dari organisasi internasional yang
diterima oleh pejabat atau pegawai yang berstatus warga negara Indonesia, dikenai Pajak
Penghasilan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2015 dan diundangkan pada
tanggal 13 Agustus 2015.



